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ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHNO.94 TAHUN 2021 TENTANG
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
DPRD KOTA BEKASI.

Penelitian mengenai penerapan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi
Jawa Barat dilatar belakangi bahwa di lingkungan Pemerintah kota Bekasi Jawa
Barat, didapati jenis pelanggaran disiplin ASN tertinggi adalah tidak masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja. Permasalahan penelitian adalah bagaimana
penerapan serta kendala-kendala dalam hukuman disiplin bagi ASN yang tidak
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa
Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis dan
sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui studi
kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik
penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penerapan
hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat telah optimal menurunkan tingkat
pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil di
Pemerintah Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Kendala pemberian
hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja yaitu : dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat atasan langsung
yang ditunjuk memiliki wewenang dan tupoksi tugas serta bertanggungjawab dalam
menangani masalah kepegawaian yang ada dalam SKPD, permasalahan hukum
yang terjadi vyaitu: kurangnya tanggung jawab atasan langsung dalam
menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM sebagai SKPD

yang sepenuhnya menangani Kasus ini.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Sanksi Hukuman Disiplin, Tidak
Masuk Kerja & Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF GOVERNMENT REGULATION NO.94 OF 2021 REGARDING
DISCIPLINARY SANCTIONS OF STATE CIVIL OFFICERS SECRETARIAT OF
BEKASI CITY DPRD.

Research on the application of disciplinary punishment for State Civil Apparatuses

(ASN) who do not come to work and comply with the provisions of working hours through the
Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) Bekasi City, West Java
has the background that in the Bekasi City Government environment, West Java, types of
violations were found The highest ASN discipline is not coming to work and complying with
the provisions of working hours. The research problem is how to apply and the constraints in
disciplinary punishment for ASN who do not come to work and comply with the provisions of
working hours through the BKPSDM Bekasi City, West Java. This type of research is empirical
legal research, with the types and sources of research materials obtained from primary data and
secondary data through library research and field studies. The data were analyzed qualitatively,
with a deductive conclusion drawing technique. The results of this study are that the application
of disciplinary punishment for ASN who does not show up for work and obeys the provisions
of working hours through the BKPSDM of Bekasi City, West Java has optimally reduced the
level of disciplinary violations, and is carried out through implementing regulations PP
Number 94 of 2021 concerning Disciplinary Punishments for Civil Servants in Local
Government At the Secretariat of DPRD Kota Bekasi. Obstacles in giving disciplinary
punishment to ASN who do not show up for work and comply with the provisions of working
hours, namely: from law enforcement/apparatus factors, namely the official directly superior
who is appointed to have the authority and duties and is responsible for handling staffing
problems in the SKPD, legal problems that occur namely: the lack of responsibility of the direct
supervisor in resolving cases of alleged disciplinary violations to the BKPSDM as the SKPD
that fully handles this case.

Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Disciplinary Penalties, Absence of Work &
Failure to Comply with Working Hours
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